MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ®M 11 7 TAHUN 222
TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
D] LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a, bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 10 avat (1)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan,
telah ditetapkan Standard Operating Procedure Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Perhubungan melalui Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Komisi
Informasi Pusat Nomor | Tahun 2021 tentang Standar
Lavanan Informasi Publik, perlu dilakukan penyesuaian
Standard Operating Procedure Pgjabal Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan;

bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nemor KP 1632
Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Kementerian Perhubungan, belum
mencantumkan informasi berkaitan dengan prinsip dan
semangat satu data, bantuan kedinasan atau bagi pakai



Mengingat

informas:, kepentingan perlindungan data pribadi, dan
aksesibilitas informasi bagl penyandang disabilitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ periu
menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian

Perhubungan;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1552, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 507 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang
Kementerian Perhubungan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun
2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa



Menetapkan

FERTAMA

Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 649);

8. Peraturan Komisi Informasi Pusat MNomor 1 Tahun

2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomaor 741);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50 Tahun

2017 tentang Pedoman Penvusunan Peta Proses Bisnis
dan Standar Operasional Prosedur di Linglungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 948];

10, Peraturan Menteri Perhubungan NMomor PM 46 Tahun
2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informas: dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 673);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor &Y Tahun
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 873);

MEMUTLSEKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
STANDARD OPERATING PROCEDURE PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI B
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

Menetapkan Standard Operating Procedure (SOF) Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi [PPID) di lingkungan
Kementerian Perhubungan, terdiri atas:

a. struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan
dokumentasi di lingkungan Kementerian
Perhubungan;

b. kewajiban PPID Kementerian Perhubungan;

meckanisme kerja; dan

0

d. kualifikasi/persyaratan personil vang melaksanakan
tugas.



KEDUA

KETIGA

Struktur dan tata kerja organisasi standard operating
procedure pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di
lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf a tercantum
dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan Menteri ini, terdiri atas:

1. Atasan PPID;

2. PPID Utama;

3. PPID Pelaksana; dan

4. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis

Kewajiban PPID di lingkungan Kementerian Perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA huruf b,
disesuaikan dengan tugas dan  kewenangannya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
sebagai berikut:

1. PPID Kementerian Perhubungan wajib:

a. menyediakan, membuka, dan memberikan informasi
publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan
dan cara sederhana, kecuali informasi yang
dikecualikan;

b. menyediakan informasi publik vang akurat, benar,
dan tidak menyesathkan;

¢. membangun dan mengembangkan gistem
penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan
pelayanan informasi publik;

d. membuat pertimbangan secara tertulis setiap
kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap
orang atas informasi publik; dan

e. melakukan pengujian tentang konsckuensi atas
informasi publik yang dikecualikan.

2. pelaksanaan kewsjiban PPID Kementerian Perhubungan

sebagaimana dimaksud angka 1) wajib memperhatikan:

a. perlindungan data pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

b. aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dengan
menyediakan sarana dan prasarana; dan



KEEMPAT

KELTMA

3

c. akses informasi publik bagi penyandang disahilitas
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

dalam  menjalankan  tugasnya, dalam  rangka

mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID

Kementerian  Perhubungan dapat melaksanakan

wewenang lain sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan/atau berkoordinasi dengan

Walidata baik di instansi pusat maupun di instansi

daerah;

. PPID Kementernian Perhubungan dapat memberikan

banttuan kedinasan di bidang layanan informasi publik
kepada badan publik lainnya yang meminta, dengan
persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelayanan PPID dilaksanakan pada lokasi layanan
informasi sebagai berikut:

1.

PPID Utama berada di Gedung Cipta Lantai 1 Jalan
Medan Merdeka Barat Nomor 8 atau melalui website
dan aplikasi PPID Kementeérian Perhubungan; dan
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana Unit Pelaksana
Teknis (UPT) berada di masing-masing lokasi dimana
PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berada.

Mekanisme Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA huruf ¢, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini, meliputi:

G MO AR Bl N

Standar Permintaan Informasi Publik:

Standar Pengajuan Keberatan;

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik:

Penyusunan Daftar Informasi Publik;

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan:
Pendokumentasian Informasi Publik:

Standar Pengujian Konsekuensi;

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang
Disabilitas Tuna Netra;



KEENAM

10.

Kualifikasi persyaratan personil yang melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA huruf d,

Standar

Permintaan

Informasi

Disabilitas yang Menggunakan Kursi Roda; dan

Standar Permintaan

Informasi

Disabilitas Tuna Rungu.

sebagai berikut :
Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Utama

1.

Manager

Informas:

Manager
Sistem

Informasi

Manager

Dokumentasi

Pengelola

Dokumeritasi

Petugas
Informasi

Pejabat yang memiliki fungsi
komunikasi dan

informasi publik

pelaksanaan

Pejabat vang memiliki fungs:

pengembangan sistem
teknologi informasi dan
komunikasi

Pejabat vang memiliki atau
menguasal dolumentasi di
lingkungan sekretariat
Jenderal

Seluruh  unit  bagian  di
lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pegawai vang memiliki
kompetensi dalam  bidang
pclavanan, pengelolaan, dan
penyvimpanan informasi serta

fungsional dan kehumasan

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana

Manager

Informasi

Manager

Daokumentasi

Pejabat vang memiliki fungsi
pelaksanaan komunikasi dan

informasi publik

Pejabat vang memiliki atau
menguasai dokumentasi di
lingkungan Inspekiorat

Bagi Penyandang

Bagi Penyandang



Pengelola
Dokumentasi

Petugas

Informasi

Kualifikasi atau Persyaratan Personil PPID Pelaksana

IPT
Manager
Informasi dan

Dokumentasi

Pengelola
Dokumentasi

Petugas

Informasi

Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan atau Badan
Seluruh  wunit  bagian  di
lingkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat
Jenderal dan/fatau Badan

Pegawai yang memiliki
kompetensi dalam  bidang
pelayanan, pengelolaan, dan
penyvimpanan informas: serta
lungsional dan kehumasan di
hngkungan Inspektorat
Jenderal atau Direktorat

Jenderal dan/atau Badan

Unit yang menangani C[Ugas
dan fungsi di bidang
Ketatausahaan atau Humas di
Unit Pelaksana Teknis

Pejabat struktural / petugas
yvang membidangi kehumasan
[ ketatausahaan fdata/f
program; bidang di lingkungan
Unit Pelaksana Teknis

Pegawai yang memiliki
kompetensi dalam  bidang
pelavanan, pengelolaan, dan
penyimpanan informasi serta
fungsional dan kehumasan di
lingkungan Unit Pelaksana
Teknis



KETUJUH

KEDELAPAN .

KESEMEILAN :

KESEPULUH

Segala blaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
tugas scbagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA
dibebankan pada:

a. PPID Utama berdasarkan Daftar I[sian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;

b. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT berdasarkan
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA] masing-
masing unit kerja.

Pelaksanaan PPID dilaporkan kepada Menteri Perhubungan
secara berjenjang sctiap 1 (satu) tahun sekali atau
sewaktu-waktu dibutuhkan,

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan
pengawasan dalam pelaksanaan PPID di lingkungan
Kemenierian Perhubungan.

Pada saat berlakunya Keputussn Menteri ini, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang
Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian
Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




KESEBELAS Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2022

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

tdl.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Ketua Komisi Informasi Pusat;

Sekretaris Jenderal)

Inspektur Jenderal;

Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan,
Para Kepala Badan di lingkungan Kementenan Perhubungan;

Wit B R

Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
7. Para Kepala Pusat di lingkungan Sckretariat Jenderal Kementerian
Perhubungan;
Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
Ketua Mahkamah Pelayaran;
10. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi i hingkungan

Kementerian Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTER] PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR EM 117 TAHUN 2022

TENTANG

STANDARD  OPERATING PROCEDURE
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

LINGKUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

A. BTRUKTUR DAN TATA KERJA ORGANISASI STANDARD OPERATING
PROCEDURE PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

WENTEE] FERRIUBIMGAN
FRIG T ARA
SERBETARTS JENDIER.AL KEMENTERIAN
PERHLBINGAN
PRIl BELAKSANA 3P PELASANA BB BEL ACsANA
NSFERTUR FENDERAL KEMENTERLAN PREETUR FERTER AL REMENTERIAK KEPALA BADAN KEMENTERILN
PERHUBE RGN PEREILS Mt FERELELNGAN

BPD PELARSAX: UFT

REFALL TNIT PELARSANS TERKE

PPID PELAKEANA LFT
KEPALA UHIE PELARSBANA TEENS




IT.

.

Atasan PPID
PPID Urama
Manager

Informasi

Manager
Sistem Informasi

Manager
Dokumentasi

Pengelola
Dokumentasi

Petugas Inlormasi

PPID Pelaksana

Manager Informasi

Manager

- 11 -

Menteri Perhubungan

Sekretans Jenderal

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Kepala Pusat Teknologi Informasi dan

Komunikas: Perhubungan

1) Kepala Biro Perencanaan,

2) Kepala Biro
Organisasi

d) Kepala Biro Keuangan;

Kepegawailan dan

4) Kepala Biro Hukum;

5) Kepala Biro Umum,;

6) Kepala Biro Lavanan Pengadaan dan
Pengelolaan Barang Milik Negarg;

7) Kepala Pusat Fasilitasi Kemitraan dan
Kelembagaan Internasional,;

8) Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi
Berkelanjutan; dan

9) Ketua Mahkamah Pelayaran,

Para Eselon II di lingkungan Sekretariat
Jenderal

Pegawai Biro Komunikasi dan Informasi
Publik

Inspektur  Jenderal, Para  Direktur
Jenderal, dan Para Kepala Badan
Sekretaris Inspektorat  Jenderal, Para
Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para
Sekretaris Badan

Para Esclon I1 di lingkungan Inspcktorat




V.

Dokumentasi
Pengelola

Dokumentasi
Petugas Informasi

PPID Pelaksana
UPT

Manager Informasi
dan Dokumentasi
Pengelola
Dokumentasi

Petugas Informasi

S

Jenderal, Direlttorat Jenderal, dan Badan
Para Eselon 11 di lingkungan Inspektorat
Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan
bidang
kehumasan di lIngkungan Inspekiorat

Jenderal, Direlitorat Jenderal, dan Badan

Pegawai yang menangani

Kepala UPT

Unit yang menangani tugas dan fungsi di
bidang Ketatausahaan atau Humas

Pejabat struktural/ petugas yang
membidangl kehumasan/ ketatausahaan/
data/ program/bidang

Pegawai yang menangant kehumasan/
ketatausahaan /data/ program di
lingkungan unit kerja




B. MEKANISME KERJA
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Standar Permintaan Informasi Publik
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Standar Pengajuan Heberatan

Priakzazy Bt Bake
Ta Traikn Jée Kepaian
Mispaniat | P FRID  |AtcanPFID| Welenghspen | Www | owtpet
Wzrsrme jrr—— Formmakr
i hm O FORbITAAS DT |- P
_ Indermes
Frermssiisy
Farzmonosan
| (Lo T
o [HaErtes Syanab-vpares it - Fasbchiad
* |Mezgaiean cone Esterecan Indarmaa ki, =
(TP PP e
Padcing (aakn
s
g - .
3| Mnsrat ket wrilmrlll 7 My Iz
e mokr & Proges
= Formealar
Parmchigs
IF_BI!“I!:IH —— b TCTH 12 Han Fane St
Lsbacitan
Erdarman
TREgpEpAn K 3
§ |Esbsroan deiam percac m':'bm 5 Hari Facis | Keputises:
"mm KaFaT R | L5 llpu:utf;nﬂu- Jar s Pk
'
. |ncismimis ={emys Pubzl TeRas Tyrmms : Tendz
fap, Tamats Tuime tedepmes O [efrman R |




=1 =

Penyelesaian Sengheta Informasi Publik
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Penyusunan Daftar Informasi Publik

Felghmpes iareiar Wty

legatan WDUFT | PRDPeikana FETTI P e, [ e Dt
FPD UPT membuat Dieta dan ieformai | Sharikera | Usulun D9
isulan {fne
0¥} by
RetaEEkInTYE
pasia PFID Fednioana
PO Peskam Dt o indormasd | Jharikerg | Usgan 0P
reamaemi [afoer
I Pkl
(AP daen PPED UFT

buratugeln dofyar | Sheelene | Suserem Duhe

PP Paisimne irfrmz pbih réormas Fubil
mierigusan [aftar
Tk rrrcn Pbdi diri Ii
PRO AT, dan PP
Filgiar et
memia [amar
srtprmid Fullil 8y
ENZE I S
Eapada D Utama
PP Utams 4 Draf Datar Lharibern | Dasifias OF
reenstphan dafar riormas: P
o pukbl
ying b
st
Atsan PPE) Dafton Informesi | 2 harikery | Deal Datrar
LT Publlk yans relsh irdermas Pubid
parsRpn dithan
rechiae
pengrasfitesan
homati ang O
dshuhan sieh FPD
Ltarta caam bertul
gEaiERn mEma
Earsniran




S

Penyusunan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
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Pendokumentasian Informasi Publik
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Standar Pengujian Konsekuensi

Wi, L o s nag or T
rorran ceroaaizas da- PO
Pz arai e FPD Pt as i - UFT |

Bt Rl o L
chmeryt e dan PR Puinenae B
PPl Pt ahsic=a UFT

[ e e N
PG Ly apeta e preEs

Raonphapan
=2 =T
Crrafr il Safud
aakrizani
Eiraruaen
Fanz=kazge=
e

VL MTUCEE TRES Wl
MR R Bl BN TR
EING 5 RAT FRTM dTeEn
PALAMTE, U MR RICGET VAT
SEak Artafrilbih GRs

ESARmSS, Oy f

EESTRAT. GRS

| SEFERETNT - MRV TAn

i g g

MRS BN BAG FREN

Crralft bact sagat
T ATuER




- 20 -

Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas Tuna Netra
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Standar Permintaan Informasi Bagi Penyandang Disabilitas

yang Menggunakan Kursi Roda
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